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ABSTRAK

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Percerian dalam Islam
memiliki banyak ragam di antaranya talak, khuluk, li’an, fasakh, dan sebagainya.
Perceraian dalam perundang-undangan percerian dibedakan menjadi cerai talak dan
cerai gugat. Dalam hukum Islam perceraian utamanya talak merupakan hak mutlak
suami sehingga tidak memerlukan saksi maupun pencatatan, suami dapat
menjatuhkan talak kepada istri kapanpun dan di mana pun. Dalam perundang-
undangan di Indonesia perceraian wajib melalui proses pengadilan. Perbedaan
hukum ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Memandang hal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perceraian yang
dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah. Adanya perubahan hukum
dari suami yang menjatuhkan talak di mana dan kapan saja menjadi menjatuhkan
talak wajib melalui proses pengadilan ini menarik untuk diteliti guna mengetahui
alasannya. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah terhadap perceraian di luar pengadilan (studi terhadap fatwa tarjih
dalam rubik tanya jawab agama majalah Suara Muhammadiyah).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Libarary Reasearch)
sehingga mengumpulkan data melalui sumber-sumber kepustakaan berupa fatwa-
fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, buku-buku, jurnal, dan tulisan
lainnya yang selaras dengan topik penelitian ini yang kemudian dikuatkan dengan
wawancara kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta
Pimpinan Redaksi Majalah Suara Muhammadiyah. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitik. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan dengan metode analisis
kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah berpandangan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang
pengadilan tidak sah karena pandangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku
di Indonesia dan Hukum Islam. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah pencatatan atau kewajiban cerai melalui pengadilan ini dapat
dipandang sebagai ‘urf qanuni yang terjadi akibat perubahan zaman. Sehingga hal
ini juga dapat menjadi alasan perubahan hukum Islam dari yang semula suami dapat
menjatuhkan talak dimana saja dan kapan saja menjadi wajib melalui pengadilan.
Kemaslahatan yang dicapai jika perceraian dilakukan di pengadilan berupa
keterjaminan bahwa cerai merupakan opsi terakhir untuk menyelesaikan sengketa
keluarga serta keterjaminan bahwa alasan, rukun, dan syarat cerai terlah terpenuhi
menguatkan adanya perubahan hukum tersebut. Perceraian dengan proses
pengadilan juga dipandang sebagai tindakan preventif (sadd az-zari’ah) terhadap
kerugian atau kemadaratan yang dikhawatirkan timbul kemudian. Fatwa
muhamamdiyah yang mengahruskan cerai dilakukan di pengadilan telah memenuhi
syarat sah perceraian yang salah satunya adalah adanya dua orang saksi yang adil
yang menyaksikan peristiwa talak tersebut.



Kata Kunci: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Perceraian di Luar
Pengadilan.
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es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
el
em
nun en
waw w
ha’ ha
hamzah apostrof

-

ya Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ditulis

ditulis

C. Ta’ marbiitah



Semua ta@’ marbiitah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata

aslinya.
ditulis
ditulis
ditulis
D. Vokal Pendek dan Penerapannya
Fathah ditulis
Kasrah ditulis
Dammah ditulis
Fathah ditulis
Kasrah ditulis
Dammah ditulis
E. Vokal Panjang
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

Xi



ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

F. Vokal Rangkap

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ditulis

ditulis

ditulis

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal

‘(a177

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah

tersebut
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s Lo ditulis As-Sama’

el ditulis Asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

029 Al g3 ditulis Zawi al-furid
L) Jaf ditulis Ahl as-sunnah
Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadist, zakat dan mazhab.

2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab

3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi
berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad,
Ahmad, Syakur, Soleh.

4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Haramain, Yanbu’.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut dapat berupa kematian salah satu pasangan atau tindakan
yang menyebabkan putusnya perkawinan tanpa kematian salah satu pihak. Di antara
tindakan tersebut adalah talak (3>%) , khulu’(&2), li'an (Ol), zihar (Uls5), fasakh
(Z4), dan murtad (¥ =). Dari beberapa faktor tersebut yang paling umum terjadi
adalah talak. Talak dalam artian umum adalah setiap bentuk perceraian baik yang
dijatuhkan suami, hakim, maupun jatuh dengan sendirinya akibat salah satu
diantara sepasang suami istri meninggalkan pasangannya. Dalam arti sempit talak
ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.' Ketentuan talak dalam Islam
merupakan pembaruan terhadap ketentuan talak dalam hukum adat Arab pra-Islam.
Pasalnya, sebelum Islam datang dengan ketentuannya dalam Al-Qur’an? yang

berbunyi
|52l () oS3 dag¥ 5 Gluals gy pud ) Cis yres sl ()57 (33U

a1 s Loy V) 368 8 ) 3 gon Laghy VG, o) W1 L (s saisl] Ui

! Wasman dan Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan
Fikih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras. 2011). hlm. 83.

2 Khairul Amri, “Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam,” Jurnal Mumtaz. Vol 2. (Januari
2022). hlm.5.
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Laki-laki Arab Pra-Islam dapat mentalak dan merujuk istrinya tanpa batasan
waktu maupun bilangan talak. Saat itu kuasa nikah maupun talak, mutlak berada
pada laki-laki sebab adanya kepercayaan bahwa mendengarkan pendapat istri
merupakan sumber kesialan. Laki-laki Arab Pra-Islam juga memberikan istilah a/-
ba’al (J=lJ)) yang berarti pemilik, penguasa, majikan untuk dirinya dan memberi
istilah al-mab 'ul (Js=l)yang bermakna budak, yang dimiliki, dan yang dikuasai
untuk dilekatkan pada istrinya.* Oleh sebab itu, suami beranggapan memiliki hak
mutlak terhadap perkawinan dengan istrinya.

Islam datang membawa ketentuan yang lebih terang mengenai talak.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229 yang menerangkan
bahwa talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Artinya talak yang ketiga tidak
dapat dirujuk kembali. Dalam ayat tersebut diterangkan pula perintah untuk
menahan perkawinan/istri dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula.
Dengan adanya ayat ini laki-laki sebagai pemegang otoritas talak tentu bertindak
lebih bijaksana daripada sebelum adanya ketentuan dalam ayat ini. Selain daripada
bilangan talak yang diatur, lama waktu ‘iddah(52c) atau masa tunggu perempuan
setelah jatuh talak juga diatur. Secara umum yakni selama tiga quru’ («_s_%) atau tiga

kali suci/haid. Dalam Islam hukum talak beragam. Talak dapat menjadi wajib,

3 Al-Baqarah (2): 229.

“Muhammad Thoyib dan Muhammad Chairul Huda, “Dinamika Hukum Keluarga Islam:
Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian,”Jurnal Bidayah. Vol. 13 No. 9. (Juni 2022). him 141.



sunnah, makruh, bahkan haram. Namun pada dasarnya talak diperbolehkan
(mubah). Dengan catatan merupakan usaha terakhir yang dapat diupayakan setelah
ditempuhnya upaya-upaya lain dalam rangka menyelamatkan perkawinan.® Sejalan
dengan hal ini terdapat sabda Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa talak
merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Setelah Islam
datang, selain talak juga dikenal khulu’ yakni pemutusan hubungan perkawinan
yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suaminya.

Di Indonesia ketentuan mengenai perceraian diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan®, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, serta khusus untuk umat Islam terdapat Kompilasi Hukum Islam
yang dikuatkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan-peraturan
tersebut ditegaskan bahwa selain adanya sebab perceraian yang jelas, tidak adanya
upaya lain yang dapat diusahakan, cerai juga wajib untuk dilaksanakan di hadapan
sidang pengadilan serta tercatat dalam register perkara Pengadilan. Sehingga ketika

telah diputus oleh majelis yang bertugas cerai tersebut memiliki bukti berupa akta

cerai.

5Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” Jurnal Al- Hadi. Volume 111 No. 2.
(2018). him.708.

6 Undang-Undang ini telah mengalami perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Dalam perubahan tersebut tidak merubah isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
seluruhnya melakinkan merubah satu pasal yakni ketentuan usia minimal diperbolehkan menikah.



Ketentuan ini seringkali menjadi sebab kebingungan bagi pasangan muslim
yang hendak bercerai. Tidak sedikit pasangan yang talaknya telah terucap sebelum
sidang pengadilan. Lantas apakah talak di hadapan sidang menambah bilangan talak
sehingga menjadi talak yang kedua ataukah tidak sah talak yang sebelumnya karena
tanpa melalui sidang pengadilan. Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan
Pusat Muhammadiyah dengan tegas menyatakan dalam fatwa-fatwanya bahwa
perceraian atau talak yang sah merupakan perceraian yang dijatuhkan melalui
sidang pengadilan’. Dengan kata lain Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
berpandangan bahwa talak yang diucapkan di luar sidang pengadilan hukumnya
tidak sah secara perundang-undangan maupun hukum Islam. Hal ini menarik, sebab
Majelis Tarjih dan Tajdid yang merupakan Lembaga fatwa keagamaan dalam
organisasi Muhammadiyah telah melakukan istinbat(%Liiv/) hukum terhadap syarat
sahnya cerai berupa sidang pengadilan.

Dalam literatur fikih lain sidang pengadilan bukanlah syarat sah untuk
sebuah perceraian. Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq misalnya. Talak
atau cerai dinyatakan sah apabila dilakukan seorang suami yang berakal, balig (/L)
dan tidak berada di bawah tekanan, kepada istri yang berada dalam pernikahan yang
sah atau masa iddah talak raj’i (*=_)dan talak ba'in(c#b)® Pernyataan senada

datang dari dua orang guru besar Al-Azhar abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul

7 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.”Perceraian Sah Jika
Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama Dan Kewajiban Adanya surat Cerai,”. Suara
Muhammadiyah, Edisi 23 Th. Ke-106 (Desember 2021). hlm. 26-27.

8 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, alih bahasa Moh. Abidun dkk, cet. Ke-5 (Jakarta: Pena
Pundi Aksara. 2013), hlm. 533-539.



Wahhab Sayyed Hawwas yang menyusun buku Fikih Muteganakahat: Khitbah,
Nikah, dan Talak. Keduanya berpandangan bahwa talak jatuh apabila dilakukan
oleh suami yang berakal, balig, dan atas kehendak sendiri. Orang yang mabuk
dengan sengaja, meminum khamr(_=3) padahal tau yatng diminum adalah khamr
dan khamr itu memabukkan tetap jatuh talaknya apabila menjatuhkan talak. Hal ini
dimaksudkan untuk memberatkan hukuman karena kesalahan sengaja
menghilangkan akal.® Selain itu keduanya juga berpandangan bahwa saksi
bukanlah syarat dari jatuhnya perceraian sebab menurut jumhur fugaha’ (s\il))baik
salaf maupun khalaf talak merupakan sebagian hak suami sehingga tidak perlu bukti
atau saksi.*°

Di Indonesia lembaga-lembaga fatwa lain tidak menjadikan sidang
pengadilan sebagai syarat sah cerai. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’
misalnya. Dalam fatwanya yang termuat di buku Ahkamul Fugaha: Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam, Keptusan Muktamar, Munas, dan Konbes
Nahdlatul Ulama (1926-2010 M) menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan di
pengadilan apabila telah didahului talak di luar pengadilan sebelum itu maka jatuh
talak kedua.!! Artinya talak yang dilakukan sebelum sidang pengadilan merupakan
talak yang sah dan dari talak inilah akan mulai dihitung masa ‘iddah (3) bagi

seorang perempuan. Ketetapan yang serupa namun tak sama datang dari Majelis

 Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat:
Khitbah, Nikah, dan Talak, alih bahasa Amzah (Jakarta, 2009), him.261-262.

10 1hid. 277.
1 Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika

Aktual Hukum Islam, Keptusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M) cet
ke-1 (Surabaya: Khalista, 2011). hlm. 440.



Permusyawaratan Ulama’ Aceh yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan
serta talak yang dilakukan tanpa adanya saksi adalah sah.?

Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) memiliki pandangan yang juga berlainan
dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Menurut MUI talak yang dijatuhkan
di luar pengadilan adalah sah selama memang terdapat alasan syar’i yang dapat
dibuktikan dipengadilan nantinya. Dengan kata lain, talak yang dilakukan tanpa
pengadilan ini sah tetapi tetap harus dilaporkan kepada pengadilan agama untuk
kemaslahatan dan kepastian hukumnya.*®

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang
fatwa mengenai cerai di luar pengadilan ini dengan prinsip maslahah (4alaal) dan
sadd az-zari’ah (A4l 2w) atau menutup pintu yang membawa kemudaratan.'*
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa talak
jika dilakukan tanpa melalui proses persidangan dan tanpa dicatatkan dalam akta
cerai besar potensinya menimbulkan kemudaratan. Oleh karenanya, talak yang
dilakukan di luar persidangan harus dihentikan/dilarang. Perceraian melalui sidang
pengadilan dipandang lebih besar maslahahnya daripada perceraian tanpa sidang
pengadilan. Sebab kebaikan seperti usaha pendamaian diantara kedua pasangan

telah diusahakan.

12 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang Talak.

13 Hasil Ijtima’ Ulama’ Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Talak di Luar Pengadilan.
Tahun 2012.

14 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.”Perceraian Sah Jika
Dilakukan Di Depan Sidang ........ hlm. 26-27.



Sehubungan dengan uraian di atas, maka penyusun merasa perlu untuk
meneliti masalah perceraian di luar pengadilan ini terutama melalui pandangan
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebab di kemudian hari
harapannya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pengambilan sikap bagi
seseorang yang mengalami atau menemui talak di luar persidangan khususnya bagi

warga Muhammadiyah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil
rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang
pengadilan?

2. Bagaimana Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan

perspektif hukum positif dan hukum Islam?
. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pada uraian di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Mengetahui pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang

pengadilan.



2. Mengetahui pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang
pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat. Baik untuk pengembangan
ilmu pengetahuan maupun untuk masyarakat luas. Diantara kemanfaatan tersebut
adalah:

1. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu Hukum
Keluarga Islam.

2. Penelitian ini relevan dengan kajian ilmu Hukum Keluarga Islam sehingga
dapat menjadi bacaan tambahan khususnya mengenai perceraian di luar
pengadilan.

3. Bagi masyarakat penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk
menyikapi persoalan perceraian di luar pengadilan.

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir dan

mencegah dari kejumudan.

. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini ditemukan berbagai referensi yang
penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini. Referensi tersebut berupa buku,
artikel, skrisi, maupun thesis. Di antara referensi tersebut adalah:

Skripsi karya Maskanah yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada
tahun 2021 yang berjudul “Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama

Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan”. Dalam penelitian kepustakaan



yang bersifat komparatif ini didapatkan hasil bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menetapkan hukum cerai di luar pengadilan
menggunakan metode burhani sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama menggunakan metode gauli. Dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah cerai tidak sah apabila dilakukan tanpa sidang
pengadilan, sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama cerai
tetap sah. Perbedaan keduanya dipicu oleh perbedaan dalam memaknai kata iksan
atau baik. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memaknai
baik dengan melaksanakannya di pengadilan sedangkan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama menilai dengan mengikuti pandangan ulama’ terdahulu yang

memaknainya secara tekstual. ™

Objek bahasan dalam skripsi karya Maskanah ini
relevan sengan penelitian ini yakni mengenai perceraian di luar pengadilan.
Perbedaan terletak pada komparasi yang terdapat dalam skripsi tersebut. Sebab,
dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah saja.

Skripsi karya Ahmad Faza Asy’ari yang diterbitkan oleh Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 dengan judul “Hukum Talak Di Luar
Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah)”.  Dalam penelitian yuridis normatif yang

mengomparasikan antara fatwa Majelis Ulama’ Indonesia, Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama’, serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut

15 Maskanah, “Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan”.
Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021). hlm. 76.
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diperoleh kesimpulan bahwa adanya perbedaan pandangan status hukum dalam tiga
fatwa tersebut. Muhammadiyah mengatakan tidak sah talak yang dilakukan tanpa
sidang pengadilan sedangkan dua lembaga lain mengatakan tetap sah. Untuk
jatuhnya talak, Muhammadiyah dan NU mengatakan bahwa talak di pengadilan
jatuh bilangan talaknya sedangkan MUI menghendaki adanya istbat talak.
Persamaan ketiganya adalah tidak menafikan Pengadilan Agama.'® Skripsi ini
secara objek bahasan dan metodologi yang dipilih relevan dengan penelitian ini.
Tetapi dalam skripsi ini dipilih studi komparasi yang mengomparasikan tiga fatwa
ulama, sedangkan penelitian ini berfokus pada Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah saja.

Artikel karya Muhammad Jufri dan A. Muhyidin Khotib yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar
Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan agama Bondowoso)” dalam
Jurnal Al-Hukmi. Dalam penelitian lapangan tersebut disimpulkan bahwa
perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah menurut hukum
Islam. Kendati dalam kitab fikih klasik talak merupakan hak mutlak suami, namun
hal tersebut dipandang tidak menimbulkan maslahat. Begitu pula dalam hukum
positif perceraian di luar pengadilan jelas tidak sah sebab telah diundangkan
peraturan mengenai cerai yakni dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ketua

16 Ahmad Faza Asy’ari “Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” Skripsi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, (2019). him.58.
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Pengadilan Agama Bondowoso status hukum janda yang dicerai di luar pengadilan
adalah tidak sah, sebab telah nyata melanggar asas legalitas.!” Artikel penelitian
lapangan ini relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dalam objek
bahasan. Sedangkan subjek dan metode penelitian berbeda.

Thesis karya Surya Pati, S.H. yang diterbitkan oleh Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Realitas Talak Rujuk Di Luar Pengadilan
(Studi Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
NTB)”. Dalam penelitian lapangan tersebut Pati memfokuskan penelitiannya
terhadap proses dan dampak terhadap praktik talak dan rujuk di Desa Banyu Urip
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB yang dilakukan tanpa
persidangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tokoh adat, tokoh agama,
dan kepala desa di desa tersebut dipercayai menjadi mediator terhadap pasangan-
pasangan yang sedang dalam konflik. Dalam mediasi tersebut terdapat tiga proses
yakni pra mediasi yang berisi konsolidasi para mediator, mediasi yang berisi proses
mediasi sampai dengan penetapan putusan oleh para mediator, dan ditutup dengan
proses pasca mediasi yang jika berhasil disimbolkan dengan jabat tangan. Dampak
bagi pasangan yang menjatuhkan talak di luar pengadilan adalah adanya status
janda dan duda. Bagi yang tidak bercerai maka warga setempat tidak

memperbolehkan pasangan tersebut uuntuk tinggal di desa itu lagi dengan alasan

17 Muhammad Jufri, A. Muhyidin Khotib, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan agama
Bondowoso)”. Jurnal Al-Hukmi. Vol. 1 No. 2. (November 2020). him. 196.
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akan menjadi contoh yang buruk bagi pasangan lainnya.’® Objek penelitian ini
cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan penyusun, yakni mengenai
perceraian di luar nikah. Namun, penelitian ini dilakukan secara lapangan serta
memfokuskan pada proses dan dampak perceraian dan rujuk di luar pengadilan
tersebut. Berbeda dengan dengan penelitian penyusun yang dilakukan secara studi
pustaka mengenai hukumnya.

Skripsi karya Sholihur Rahman yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga
dengan judul, “Analisis Sadd Az-Zari'ah Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)”. Dalam studi pustaka (library research)
yang bersifat deskriptif-komparatif ini diperoleh hasil bahwa Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah menyatakan tidak sah terhadap perceraian yan dilakukan
tanpa sidang peradilan. Hal ini didasari undang-undang untuk memperoleh
perlindungan hukum tanpa mengesampingkan rukun dan syarat dalam hukum Islam
melalui  pemeriksaan  sebelum putusan. Sedangkan menurut Majelis
Permusyawaratan Ulama’ Aceh keputusannya berdasar pada syarat dan rukun talak
dalam hukum Islam tanpa mengesampingkan perundang-undangan dengan cara
melaporkan perceraian kepada Mahkamah Syari’ah supaya tetap memperoleh

perlindungan hukum.!® Penelitian ini secara objek sejalan dengan penelitian yang

18 Surya Pati, “Realitas Talak Rujuk Di Luar Pengadilan (Studi Desa Banyu Urip
Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB)” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2022). hlm.139.

19 Sholihur Rahman, “Analisis Sadd Az-ZarTah Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan
(Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh)” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(2022). hlm. 96.
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dilakukan penulis. Sebab fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga
menjadi salah satu fokus bahasan dalam skripsi ini. Perbedaan metode yang
digunakan merupakan perbedaan yang cukup menonjol dan membuat kesimpulan
akhir skripsi ini barangkali akan berbeda dengan kesimpulan penulis.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas dapat dikelompokan dalam dua
kelompok besar. Yakni kelompok yang berfokus pada status hukum talak di luar
persidangan yang terdapat dalam skripsi karya Maskanah, skripsi karya Ahmad
Faza Asy’ari, skripsi karya Sholihur Rahman, serta artikel karya Muhammad Jufri
dan A. Muhyidin Khotib dan kelompok yang melakukan penelitian lapangan untuk
mengetahui praktik perceraian di luar pengadilan. Pada kelompok pertama yang
berfokus pada status hukum talak di luar pengadilan semuanya melakukan studi
komparasi. Namun terdapat klasifikasi lagi yakni ada yang melakukan komparasi
terhadap beberapa fatwa untuk mengetahui status hukum dalam hukum Islam dan
ada yang mengomparasikan hukum Islam dan hukum positif. Posisi penelitian ini
tentu lebih dekat pada kelompok pertama yakni melakukan penelitian pustaka untuk
mengetahui status hukum talak di luar persidangan dengan spesifikasi mengenai
sebab atau alasan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan status
hukum tersebut. Oleh karenanya, kendati banyak ditemukan telaah pustaka yang

relevan dengan penelitian ini namun penelitian ini tetap penting untuk dilakukan.

. Kerangka Teoretik

Indonesia mewajibkan warga negaranya yang hendak bercerai untuk
melaksanakan perceraiannya di pengadilan. Hal ini tercantum dalam beberapa

peraturan perundang-undangan. Yang pertama terdapat dalam pasal 221 Burgerlijk
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Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perkawinan
dibubarkan oleh keputusan hakim dan pendaftaran perceraian yang ditetapkan
dengan putusan itu dalam daftar-daftar Catatan Sipil 7.2 Selain itu ketentuan
perceraian dilakukan di pengadilan juga terdapat pada pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perceraian hanya
dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2.,
Peraturan lain datang dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatakan bahwa

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah,
diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau
pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama
Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai
pencatat nikah. ",

Bagi pasangan muslim di Indonesia terdapat peraturan lain yang senada,
yakni Kompilasi Hukum Islam yang pada pasal 115 mengatakan bahwa
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. 723,

Beberapa peraturan diatas menegaskan bahwa hukum Indonesia

menghendaki dan hanya memandang sah terhadap perceraian yang dilakukan di

20 Pasal 221 Burgerlijk Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
21 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

22 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk.

23 Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.
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hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh
pengadilan tersebut gagal. Jadi, perceraian yang sah menurut hukum Indonesia
adalah yang dilakukan di pengadilan.

Islam memandang bahwa talak merupakan hak mutlak suami, sehingga
tidak membutuhkan persaksian maupun pemeriksaan lainnya. Ketentuan ini
disetujui oleh mayoritas ulama’. Tetapi beberapa ulama’ lain mengatakan bahwa
saksi merupakan syarat sah talak?*. Pandangan yang berbeda dari mayoritas ulama’

ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an yang berbunyi
S350 ) 538l 5 Cag ymay (58 88 5l B g yrar (8 sSuuald (gl (il 10U
Gy DAY asall s AL 0eaSy IS (e 43 Jae 5 oSID A0 8oLl | gadl 5 oSS Jae
Pla i al Josy A 54

Thabari berpendapat bahwa maksud ayat diatas adalah perintah
menghadirkan saksi dalam perkara talak. Bahkan para imam Ahlul Bait
berpandangan saksi wajib dihadirkan dan merupakan syarat sah talak. Selain itu Ali
bin Abi Thalib, Imran bin Hushain, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja’far
Shadiq, Ibnu Juraji, Ibnu Sirin, Al-Hafiz Suyuti, Sayyid Al-Murtadha, serta Ibnu
Katsir juga berpandangan bahwa talak harus disaksikan oleh dua orang saksi.
Sayyid Sabiq dalam Figih Sunnah nya mengatakan bahwa klaim ijma’ yang

mengatakan bahwa tidak wajib mempersaksikan talak adalah ijma’ mazhabi

24 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnabh........ hlm. 533.

% Q.S. At-Talaq (65): 2.
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(berkaitan dengan mazhab tertentu) bukan ijma’ ushuli (kesepakatan seluruh umat

Nabi Muhammad SAW.%®

Ibnu Katsir menafsirkan kalimat aSia Jae &$ 32 15330 5 dengan sebuah

periwayatan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dari ‘Imran bin al-Hushain bahwa
ketika ditanya tentang laki-laki yang menceraikan istrinya lalu mencampurinya dan
tidak ada yang menjadi saksi peristiwa cerai maupun rujuk tersebut ia menjawab
bahwa percerain dan rujuk tersebut tidak sesuai sunnah.?’ Ibnu Katsir mengaitkan

penggalan ayat diatas dengan penggalan selanjutnya dalam ayat tersebut yang
berbunyi _AY) ej.—.‘nj Al S OS e 4y Lo g eﬂ5 maksudnya bahwa

penghadiran saksi dan penegakan kesaksian itu adalah yang diperintahkan Allah
dan hanya yang beriman kepda Allah dan hari arkhir serta takut terhadap hukuman
Allah di akhirat yang menjalankan perintah tersebut.?

Tafsir Jalalain menuliskan pandangan yang senada dengan Ibnu Katsir.

Kalimat eS-\A Jac & 331 53¢ 4 ditafsirkan dengan “(dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak ini” %

Oleh karenanya, Tafsir Jalalain jelas menafsirkan bahwa persaksian ini berlaku

untuk peristiwa talak maupun rujuk.

% Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah........ hlm. 548-551.

27 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10, alih bahasa M ‘Abdul
Ghoffar E.M., Abu Thsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i. 2016). hlm. 22.

2 Ibid.

2 Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain Jilid 2, alilh
bahasa Bahrun Abubakar, cet. Ke-5, (Bandung, Sinar Baru Algensindo. 2008). hlm. 356
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Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa secara hukum positif
Indonesia perceraian sah hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam
hukum Islam mayoritas ulama mengatakan bahwa talak adalah hak suami tetapi
tidak sedikit ulama yang berpandangan bahwa perceraian dan rujuk harus

disaksikan oleh dua orang yang adil.

. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif yakni cara untuk mencari kembali sesuatu yang bukan berupa
angka.®® Secara rinci metode tersebut adalah:

1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah batasan penelitian seorang peneliti bisa
menentukannya dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel
penelitian.®! Dalam skripsi ini yang dimaksud subjek penelitian adalah Majelis
Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah hal yang merupakan bagian dari inti problematika pada
dalam penelitian.®? Objek penelitian dalam skripsi ini adalah talak di luar
pengadilan.

3. Pendekatan

30 Soeprapto, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Universitas Terbuka 2011). hlm.1.3.

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta 2011).

%2 1bid.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-
yuridis. Pendekatan normatif yakni penelitian hukum dengan pendekatan
norma, kaidah, teori, filosofi, teks wahyu dan aturan hukum. Dalam penelitian
ini nas-nas shahih terkait talak seperti Q.S. At-Talaq (65):2 yang menyatakan
talak wajib disaksikan oleh dua orang yang adil serta perundang-undangan
secara khusus seperti pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk, dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam -yang semua itu
menyatakan bahwa perceraian sah apabila dilakukan di depan sidang
pengadilan- menjadi norma pendekatan. Sedangkan yuridis adalah penelitian
hukum dengan kesesuaian peraturan yuris atau undang-undang yang berlaku
secara sah di suatu tempat.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memperoleh data melalui sumber-
sumber pustaka atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat  deskriptif analitik.  Deskriptif maksudnya
menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian apa adanya.®
Sedangkan analitik adalah upaya menganalisis objek penelitian dengan pisau

analisis yang telah ditentukan.

33 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi offset, 1999), hlm. 9.



19

6. Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer yang dimaksud adalah fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu
masalah talak di luar pengadilan.

Sumber data sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku,
artikel-artikel, dan/atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian
ini. Selain itu, didapatkan pula data penguat dari wawancara terhadap
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan

Pimpinan Redaksi Suara Muhammadiyah.

Teknik pengumpulan data
Sumber-sumber di atas diperoleh dengan dua buah teknik pengumpulan
data sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan
penemuan bukti-bukti.®* Dalam penelitian jenispustaka ini peneliti
mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi terhadap naskah-
naskah terkait seperti fatwa-fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan

pusat muhammadiyah mengenai talak di luar pengadilan.

34 Soeprapto, Metode Penelitian Kualitatif.......... him. 6.27.
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b. Teknik Wawancara
Data pendukung diperoleh dengan teknik wawancara atau interview.
Wawancara dalam skripsi ini berfungsi untuk menegaskan dan
memperoleh penjelasan lebih dalam mengenai pandangan Majelis
Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap talak di
luar pengadilan yakni dengan melakukan dialog bersama Drs.
Supriatna, M.Si selaku anggota divisi fatwa dan pengembangan
himpunan putusan tarjih majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat
muhammadiyah. Wawancara juga dilakukan kepada Isngadi Marwah
Ajmadja, M.H. selaku redaktur Majalah Suara Muhammadiyah
sebagai media dipublikasikannya fatwa-fatwa muhammadiyah.
Teknik Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dianalisis dengan
metode induktif. Dalam metode induktif berupa menerapkan pendekatan
atau penalaran dengan langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan
khusus ke generalisasi dan/atau teori yang lebih luas.®* Adapun langkah-
langkah analisis data penyusun cenderung kepada langkah-langkah yang
digagas oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:
a. Pengumpulan data
Pada tahap pengumpulan data, penyusun mengumpulkan data dari
sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder dan kemudian

menuliskannya.

3 https://penelitianilmiah.com/penelitian-induktif/ diakses 29 Juli 2023 pukul 12.56 WIB.
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b. Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan

tidak penting dari data yang telah terkumpul.®

Pada tahap ini data
yang telah terkumpul akan dipilah mana yang sesuai dengan
kebutuhan penelitian dan mana yang tidak sesuai. Kemudian
mengambil hanya data yang penting dan relevan dengan penelitian.

C. Penyajian data
Penyajian data adalah penyajian informasi yang telah tersusun.®’
Data yang telah diperoleh dan direduksi ditampilkan dalam bentuk
tulisan yang rapi dan runtut.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi data yang telah

disajikan.®® Data yang telah tersusun rapi kemudian disimpulkan.
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini supaya terarah secara sistematis akan disusun dalam lima bab
yang saling berkaitan. Sistematika tersebut antara lain:

BAB 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, meode

penelitian, dan sistematika pembahasan. Dari isinya dapat diketahui bahwa

% Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan
Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016). him.
174.

3 Ibid.

38 Ibid.
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pendahuluan yang dimaksud adalah hal-hal yang diperlukan dalam penelitian di
luar objek maupun subjek penelitian itu sendiri. Hal-hal yang terdapat dalam bab I
ini tepat diletakkan dalam bab I sebab hal-hal ini belum memasuki pada inti
penelitian.

BAB II berisi pembahasan mengenai perceraian secara ideal atau teori-teori
bagaimana perceraian seharusnya terjadi baik menurut hukum positif maupun
hukum Islam. Yakni mengenai gambaran umum perceraian yang berisi pengertian,
dasar hukum, rukum dan syarat, macam-macam, sebab-sebab terjadinya perceraian,
dan dampak perceraian.

BAB III berisi gambaran tentang perceraian dan hukum perceraian di luar
pengadilan menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah. Meliputi sejarah terbentuknya, metode istinbat hukum, metode
istinbat hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam fatwa tentang
perceraian di luar pengadilan, status hukum perceraian di luar pengadilan menurut
fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta dampak
perceraian di luar pengadilan menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bab IIT ini merupakan bab yang secara rinci
membahas mengenai objek dan subjek penelitian. Tepat diletakkan pada bab III
sebab pada bab III ini dimunculkannya seluruh data.

BAB 1V berisi analisis terhadap data menggunakan teori. Data yang
dimaksud adalah data-data yang telah diuraikan pada bab III sehingga analisis ini
tepat untuk dilaksanakan pada bab 1V, selain itu bab II yang berisi kondisi ideal

perceraian diandang sebagai teori yang akan digunakan dalam menganalisis data
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pada bab III. Analisis yang dimaksud secara khusus dalam penelitian ini adalah
analisis pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
tentang perceraian di luar pengadilan secara normatif dan yuridis.

BAB V yang juga merupakan bab terakhir dalam penelitian ini tentunya
berisi kesimpulan terhadap proses penelitian ini yang juga merupakan hasil atau
jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab 1. Bab V juga berisi

saran yang ditemukan dalam proses penelitian ini.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap

perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah.

2. Bahwa pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

tersebut telah sesuai dengan perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Pandangan tersebut sesuai dengan hukum yang beraku di Indonesia yang
berupa perundang-undangan tepatnya pada pasal 39 undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 serta 123
Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya
dapat dijatuhkan di hadapan sidang pengadilan sehingga perceraian yang
dilakukan di luar didang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
pencatatan atau kewajiban cerai melalui pengadilan ini dapat dipandang
sebagai ‘urf ganuni yang terjadi akibat perubahan zaman. Sehingga hal
ini juga dapat menjadi alasan perubahan hukum Islam dari yang semula
suami dapat menjatuhkan talak dimana saja dan kapan saja menjadi wajib
melalui pengadilan. Adanya kemaslahatan yang dicapai jika perceraian

dilakukan di pengadilan berupa keterjaminan bahwa cerai merupakan

88
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opsi terakhir untuk menyelesaikan sengketa keluarga serta keterjaminan
bahwa alasan, rukun, dan syarat cerai terlah terpenuhi. Perceraian dengan
proses pengadilan juga dipandang sebagai tindakan preventif (sadd az-
zari’ah) terhadap kerugian atau kemadharatan yang dikhawatirkan
timbul kemudian. Fatwa muhamamdiyah yang mengahruskan cerai
dilakukan di pengadilan telah memenuhi syarat sah perceraian yang salah
satunya adalah adanya dua orang saksi yang adil yang menyaksikan

peristiwa talak tersebut.
B. Saran

1. Kendati telah difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan
dinyatakan tidak sah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan
nyatanya percerian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan tidak
jarang terjadi menurut beberapa penelitian yang telah disebutkan dalam studi
telaah pustaka. Oleh karenanya, dirasa perlu mengadakan penelitian lebih
lanjut mengenai efektifitas fatwa dan pelaksanaan fatwa terutama bagi warga
muhammadiyah.

2. Adanya perbedaan pandangan dalam fatwa-fatwa lembaga fatwa di Indonesia
juga dapat dijadikan landasan untuk meneliti lebih lanjut mengenai alasan
lembaga-lembaga fatwa tersebut merumuskan fatwa mengenai percerian di
luar pengadilan. Alasan ini juga dapat menjadi saran bagi peneliti selanjutnya
untuk melakukan penelitian serupa terhadap penelitian fatwa dari lembaga lain.

3. Untuk umat muslim di Indonesia yang telah berkeluarga, hendaknya perceraian

benar-benar dijadikan jalan terakhir dalam penyelesaian masalah. Apabila
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memang cerai tidak terhindarkan maka hendaknya melalui proses yang
seharusnya dijalani oleh warga negara Republik Indonesia yakni melalui proses
pengadilan. Sebab adanya proses pengadilan tersebut selain untuk memenuhi
kewajiban hukum juga untuk lebih terjaminnya bahwa alasan, rukun, dan
syarat percerian telah benar-benar sesuai dengan ketentuan baik dalam

perundang-undangan maupun hukum Islam.
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